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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS :
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TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

' DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH IAESA

Da.

 BUPATI BENGKALIS,

bahwa untuk melaks'ana‘kan‘ keténtuan Pasalﬁ 184 ayat (1)

" Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan =~ =
- Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan =~
= Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua =~ -
" atas- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan -
 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
- APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa
- laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa -
- Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran_ .

i berakhir;

S bahwa - pertanggung]awaban pelaksanaan APBD sebagalmanaf '

‘dlmaksud pada huruf a perlu’ dltetapkan dengan Peraturan
. Daerah tentang - Pertanggung]awaban " Pelaksanaan APBD
SN Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 oo '

. ~'Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk |
. Indonesia Tahun 1945; J
.k"j‘-‘k’Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang PembentukanV b

~ Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi -
- Sumatera Tengah (Lembaran Negara Repubhk Indonesm ‘Tahun

1956 Nomor 25);

~Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PaJak Bumi dan
- Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
- Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia -
- Nomor 3312) sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang
~ Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia
- Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Repubhk‘
- Indone31a Nomor 3569), , . _

fﬁ'Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan R
- Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan_
 Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor' 75, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm'

o Nomor 3851)




.]XUndang-Undang Nomor 17 . Tahun 2003 tentang Keuangan
- Negara (Lembaran Negara Republik Indone31a Tahun 2003
- Nomor - 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a
- Nomor 4286), S : : e :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan .
~ Negara = (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

~ Nomor 5,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. ’;'Undang-Undang Nomor 15. Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan N
" Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan-

Lembaran Negara Repubhk Indone31a Nomor 4400),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Slstem

‘Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

‘Indone31a Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara s k
Republik Indonesia Nomor 4421); i

‘Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan e
- Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004

" Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor . 4437),‘ sebagaimana telah = diubah terakhlr dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ‘tentang Perubahan
- Kedua atas Undang -Undang Nomor 32 :‘Tahun 2004 tentang -

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia =
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Repubhk Indonesia -

10.

Nomor 4844); :
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan

“Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah .
" (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, -

e Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 4438);

11.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PaJak Daerah - .
- dan’ Retribusi. Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneia:

 Tahun 2009 Nornor 130, Tambahan Lembaran Negara Repubhk” &

12,

Indonesm Nomor 5049),

;_Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan o
-~ Peraturan Perundang -undangan(Lembaran = Negara Republik® -
- Indonesia Tahun 2011 Nomor 823, Tambahan Lembaran Negara’_ | .

L .Repubhk Indonesia Nomor. 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan :
'Protokoler dan - Keuangan = Pimpinan dan Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik | :
Indonsia Nomor 4416), sebagalmana telah diubah dengan:

. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan
© Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

14
R Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara =~
- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran RS

15,

* Kedudukan' Protokoler dan- Keuangan Pimpinan dan Anggota _
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indones1a Nomor 4540), -

Peraturan Pemerintah " Nomor , 23 Tahun 2005 tentang

Negara Repubhk Indonesm Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pm.]aman':

Daerah- (Lembaran Negara ‘Republik Indonesia - Tahun 2005

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a
Nomor4574), R




6. Peraturan Pemermtah Nomor 55 Tahun 2005 entang Dana
s Perlmbangan {f (Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun
. ~.2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Repubhk Indonesna;,fg

el Nomor 4575) 5 ‘ L gy

Peraturan Pemermtah nNomor 56 Tahun 2005 tentang Slstemﬁ?:fi_kﬁ‘

. Informasi Keuangan ~ Daerah (Lembaran ~Negara - Republik =
. Indonesia Tahun 2005 Nomor138 Tambahan Lembaran Negara*vf,_' S
s Repubhk Indones1a Nomor4576) S Gl - ~ Sl

r-vPeraturan Pemenntah Nomor 57 Tahun 2005?’:~'tentang Hlbah
~ (Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2005 Nomor ' 139

: - Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema Nomor 4577 )

Peraturan Pemermtah Nornor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman:f
- :,::"j-penyusunan “dan Penerapan Standar “Pelayanan: Minimal =

;Peraturan Pemermtah Nomor .58 Tahun 2005 tentangf*:
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran ‘ Negara Republik -~ =
. Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Negara Repubhk;_’;f
4 i_;f‘Indonesm Nomor 4578), e

L _ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 ’}?

n : "Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 4585),

~Peraturan Pemermtah Nomor 79 “Tahun- 2005 tentang Pedoman o L

it Pembmaan ‘dan pengawasan Penyelenggaraan Pemermtahan‘ i

o D aerah Kabupaten ‘Bengkalis = (Lembaran Negara Repubhkv'
" Indonesia Tahun 2005 ‘Nomor. 165 Tambahan Lembaran Negarari,
' »;J.;Repubhk Indones1a Nomor 4593) ‘ 2 b

”:;Peraturan Pemermtah Nomor 8 Tahun 2006 i;tentang Pelaporan .
- Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 ‘Nomor 25 Tarnbahan Lembaran__‘; i

i;‘;gNegara Repubhk Indones1a Nomor 46 14), Sl e

s

‘ Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan}
 Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah -
- Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
.. Negara Repubhk Indonesia: Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan
. Lembaran Negara Repubhk Indone31a Nomor 4737) o G
i "ff[’24.:,;.Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang!‘
- . Pedoman - Pengelolaan Keuangan Daerah sebagalmana telah
[f;f{d1ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 59 Tahunj :
.- 2007 tentang: Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam ‘Negeri ©
- Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan f:

V;;Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 07 Tahun 2008}
~tentang Penyelenggaraan ~Urusan Pemerlntahan Daerah
'*‘-»j";;Kabupaten Bengkalis® (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs’ "
ST ;f{i;Tahun 2008 Nomor 07); Sl A
: ’*‘;“"‘_‘f,’ftentangPokok PokokPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran’ i
[;:'fDaerah KabupatenBengkahsTahun 2009 Nomor 03) Sy

: Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 17 Tahun 2012_~f
T . tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah
- Kabupaten Bengkalis Tahun ‘Anggaran 20 12 (Lembaran Daerah;

Bk Kabupaten Bengkahs Tahun 2011 Nomor 17) e

‘Daerah

Peraturan Daerah KabupatenBengkahsN'omor 03 Tahun 2009:?

jPeraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 01 Tahun 2012 e

~ tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten =

. Bengkalis Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupatenf 5
e ‘Bengkahs Tahun 2012 Nomor 01) e B




Deﬁgan Pefsetujuan Béfsama = _
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
BUPATI g%)I;\IGKALIS
MEMUTUSKAN

Menetapkan : - ',~PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG

' PERTANGGUNGJAWABAN  PELAKSANAAN  ANGGARAN
~ PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012 ,
Pasal 1 | ‘)

' (1) Pertanggung]awaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
~.a. Laporan reahsas1 anggaran :
b. Neraca; - :
c Laporan arus kas dan S
“d. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana. dlrhaksud pada ayat (1) dllampm dengan'. i;‘l - -
o laporan - kinerja  dan -ikhtisar - laporan keuangan badan usaha m1hk,"‘

daerah /perusahaan daerah
: : Pasal 2

.Laporan realisasi anggaran sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 1 huruf a. tahun
-anggaran 2012 sebagal berikut : e -

a. Pendapatan "Rp.3.555.921.844. 564, 83 :

~ b. Belanja , - Rp.3. 055 954.246.308,00
- Surplus/ Deﬁs1t R :;  e Rp 499, 967 598 256 83

~c. Pembiayaan . SR e
= Penerimaan Rp 1. 628 042. 152 197 44

‘- Pengeluaran  ©  Rp.880. OOO 000.000,00 ;
. Surplus/ Defisit 5 ; : Rp 748 042 152 197 44
Pasal 3
o Uralan laporan reahsa31 anggaran sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 2 sebagal i

berikut: - il v , R
(1) Selisih anggaran : dengan reahsa81 pendapatan sejumlah e

(Rp59.463. 406.179 ,83)dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.3.496. 458 438.385,00

b. Reahsa31 = . 'Rp.3.555.921.844.564,83
Se11s1h 1eb1h / (kurang) (Rp -59.463. 406 179 83)

(2) Sehslh anggaran dengan reahsa31 belanja sejumlah Rp
1.194.631.238.386,44dengan rincian sebagai berikut : :
a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp.4.250.585. 484 694, 44
'b. Realisasi i 7 ; Rp.3.055.954.246.308,00
Se11s1h leb1h / (kurang) - Rp.1.194.631.238.386,44




~(3) Selisih ‘énggaran dengan . realisasi surplus/deﬁ31t sejumlah

~ (Rp.1.254.094.644.566,27)dengan rincian sebaga1 berlkut
~ a. Surplus/ deﬁ81t setelah perubahan " _Rp. (754 127.046. 309 44)
" b.Realisasi : Rp. 499.967.598.256,83

Sehslh leb1h/ (kurang) ~ (Rp.l 254 094.644.566 27)

(4) Selisih j anggaran dengan reahsa31 penerlmaan pemblayaan - sejumlah -
Rp.6.084.894.112 OOdengan rincian sebagai berlkut T ‘
~a. Anggaran penerimaan pemblayaan o :
setelah perubahan - o 'Rp.1;634.127.046.309,44

'b.Realisasi = S i . Rp.1.628.042.152.197.44
’ : Sehs1h leb1h/ (kurang) - Rp6 084 894 1 12,00 .

(5) Selisih anggaran ‘dengan reahsasi ’ pengeluaran , pemblayaan sejumlah‘
Rp.0,00dengan rincian sebagai berikut : R : ‘
a. Anggaran pengeluaran pemblayaan AR o
‘setelah perubahan A ; - Rp.880.000.000.000,00 -

'b. Realisasi =~ o Rp.880.000.000.000,00
o Se11s1h leblh/ (kurang) Rp - 0 OO

(6) Selisih ~ anggaran dengan ' real1sa81 pemblayaan neto sejumlah Rp '
- 6.084.894.112 OOdengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp 754.127. 046 309 44
b. Realisasi. - -Rp.748.042.152.197.44
- Selisih 1eb1h/ (kurang) ' “Rp. 6.084.894.112,00

Pasal 4 .

Neraca sebagalmana d1maksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2012 :
sebagai’ berlkut ‘ :

a.Jumlahaset 5 L Rp 12. 717. 493.988. 602 40 =

b. Jumlah kewa_]lban R "~ Rp.7.226.908.169,07 ‘

c. Jumlah ekuitas dana T Rp 12. 710.267.080.433,40 . -
Pasal S |

"Laporan arus kas sebagmmana d1maksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang
“berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2012 sebagal berikut : S ‘

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2012 . Rp.1.638. 836 164.369, 44
b. Arus kas dari aktivitas operasi =~ - . Rp.1.324.604.725.481,83
c. Arus Kas dari aktivitas investasi non- keuangan - (Rp. 824.637.127.225,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan . - (Rp. 880.000.000.000,00)
- e. Arus kas dari aktivitas nonanggaran - " Rp. 12.635.562.723,00
. Saldo kas akhlr per 31 Desember tahun 2012 Rp.1.250.057.329.804,27
Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagalmana dlmaksud Pasal 1 huruf d tahun S
anggaran 2012 memuat informasi ba1k secara kuant1tat1f maupun kualitatif atas pos-

pos laporan keuangan
Pasal 7

Lo Pertanggung]awaban pelaksanaan -APBD sebaga1mana dlmaksud pada Pasal 1‘ s

tercantum dalam Lamplran Peraturan Daerah ini, terd1r1 dar1

. a. Lamplrankl e Laporan reahsas1 anggaran - - BRI
Lampiran 1.1 * :' Ringkasan: laporan  realisasi anggaran ‘menurut urusan
pemerlntah daerah dan organ1sas1 . : '




(5

Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan

Lampiran 1.3 . pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan

Lampiran 1.4 : pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan

fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

Lampiran [.5 . Daftar piutang daerah;

Lampiran 1.6 . Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran [.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap
daerah;

Lampiran 1.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya,

Lampiran [.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir
tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya,;

Lampiran [.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan

Lampiran .11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Lampiran II : Neraca

Lampiran III : Laporan arus kas

Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri

dari :

a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini.

b.Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah
tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bengkalis

paga tanggal November 2013
UP f{ALIs g

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 15 Nevember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

H. HANUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALISTAHUN 2013 NOMOR 03




